PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012-2017

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.
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BUPATI BARITO KUALA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Barito Kuala disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2012-2017 sebagai satu
kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 150
Ayat (3] huruf b, huruf ¢ dan huruf e Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
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dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2017;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan} Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik ITndonesia Nomor 3881};

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1599 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 29);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

A7 AN

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437}, sebagaimana itelah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
nesia Nomor 4844);

Lembaran Negara Republik Indo

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia

Nomor 4438);
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. Peraturan Pemerintan Nomor 69 Tahun
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. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4441);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5025j;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomior 3699);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4453});

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai  {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1s991 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

()}

ints 189
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);



]
D

IN)
Jomdt

)
N

N
[95)

\»
4

29,

[\
~J

4l

. Peraturan Pemerintahh Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia

Nomor 3639);

. Peratuiran Pemerintanh Nomor ©8 Tahun 1998

tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tainbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 1899
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3838);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

. Peraturan Pemeriniah Nomor 69 Tahun 2001

tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4206);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia

Nomor 4385);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4741};

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintan
Daerah;
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. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;

. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,;

. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53

Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan
Nasional;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahiun

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

. Peraturan
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15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15);

Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor
n

41. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);

S
[\\)

Peraturan Daerah Kabupaien Bariio Kuala Nomor
17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan, Kantor dan
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

W

. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor
3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

an: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012-2017.

|
3

a
-

Meneta

Py

Q



BAB I
KETENTUAN UMUM

o PP B
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito
Kuala selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tahun 2012 - 2017
adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala
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BAB II
RPJMD KABUPATEN TAHUN 2012 - 2017
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(1) RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 merupakan
dokumen perencanaan yvang bersifat makro vang memuat visi, misi
dan arah pembangunan jangka menengah kabupaten.

(2) RPUMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 sebagaimana
dimaksud ayat (1} ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah
sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, dunia
usaha, Pemerintah Daerah dan DPRD didalam mewujudkan cita-cita
dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan

yang telah disepakati bersama.

Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-
2 , seébagai berikut:
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AB I PENDAHULUAN
Latar Belakang

.Dasar Hukum Penyusunan
.Hubungan Antar Dokumen

4. Sistematika Penyusunan RPJMD

.Maksud dan Tujuan
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I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Aspek Geografi dan Demografi

.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

.Aspek Pelayanan Umum

4 Aspek Daya Saing Daerah
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BAB I GAMBARAN PENGELOCLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

3.1.Kinerja Keuangan Masa Lalu
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3.2.Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lah
3.3.Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1.Permasalahan Pembangunan
4.2.Isu Strategis

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1.Visi

5.2.Misi

5.3.Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.1 Strategis

6:2.Arah Pembangunan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1.Kebijjakan Umum
7.2.Program Pembangunan Daerah

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
KEBUTUHAN PENDANAAN

Program Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi dan layanan Urusan
Pemerintah Daerah

AN DISERTAI

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PENUTUP
Pasal 4

RPJMD Kabupaiten Bariio Kuala Tahun 201i2-2017 sebagaimana
dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ifii.
Pasal 5

Visi dan misi Bupati serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala wajib mengacu kepada RPJPD
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025.



Pasal 6
Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan RPJMD Kabupaten Barito

Kuala Tahun 2012- 2017 kepada masyarakat.

BAS IiI
KETENTUAN PENUTUP
7

Pasati

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur
dengan Peraturan Bupati,

Pasal 8

T

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraluran Daeran ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah,

Ditetapkan di Marabahan

pada tanggal 1 April 2013

BUPATI BARITO KUALA,

Diundangkan di

4

pada tanggal 1 Ayril 2013

SEKRETARIS DAERA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013 NOMOR 1



